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BUPATI LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 18 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN 
LINGKUNGAN KABUPATEN LEBONG TAIIUN 2018-2022 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a . 

BUPATI LEBONG, 

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang 
Berkeadilan dan guna mendukun? J?ercepatan 
pencapaian universal access bidang arr mm~ dan 
sanitasi maka perlu dilaksanakan Rencana Aks1 Daer~ 
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan d1 
Kabupaten Lebong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Lebong tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air 
Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lebong 
Tahun 2018-2022; 

1. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Repubiik indonesia Tahun i967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi 
Tahun 2009 Nomor i i2, Tambahan Lembaran Neg 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(bembaran Negara Republik Indonesia Tah\ln 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

·nsi Bengkulu Jalan Raya Muara Aman • Arga Makmur No. 1 Tubei Kabupaten Lebong Prov• 
No. Telp. (0738) 21003 Fax. (0738) 21003 Website : www.lebon9kab.9oJQ. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Tahun 2011 tentang 
Undang-Undang Nomor 12 Perundang-Undangan 
Pembentukan Peraturan . Tahun 2011 

brk Indonesia l'k 
(Lembaran Negara Repu 1 Negara Repub i 
Nomor 82, Tambahan Lembar8;11 a telah diubah 
Indonesia Nomor 5234), sebag~~:un 2019 ten tang 
dengan Undang-Undang Nomor 1 

12 Tahun 2011 
U d Undang Nomor 

Perubahan Atas n ang- p rundang-Undangan 
tentang Pembentukan Peraturan e . Tahun 2019 

R blik Indonesia 'k 
(Lembaran Negara epu Negara Repubh 
Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Indonesia Nomor 6398); 

3 Tahun 2014 tentang 
Undang-Undang Nomor 2 Ne ara Republik 
Pemerintahan Daerah (Lembara; b~an Lembaran 
Indonesia Tahun 2014 No~or 244• ~ 7 sebagaimana 
Negara Republik Indonesia _Nomor ~ d }, an Undang
telah diubah beberapa kali terakhir p eniahan Kedua 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang eru t 

23 Tahun 2014 ten ang 
Atas Undang-Undang Nomor blik 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6405); 

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan 
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 1127); 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum :::::t:;. 
1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan 
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
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Menetapkan : 

13. 

14. 

15. 

16. 

TahUO 2015 
• Nomor BO (Berita Peraturan Menteri Dalam Negen Hukurn oaerah 

20
36), 

tentang Pembentukan Pr.oduk un 2015 Nornor Menteri 
Negara Republik Indonesia Tah O Peraturan tang 
sebagaimana telah diubah gen~~un 2018 .t~rnor 
Dalam Negeri Nomor 12 enteri oalarn Negen HukUrn 
Perubahan Atas Peraturan M b tukan Produk 

2
018 

80 Tahun 2015 tentang Pe1;;r~nJndonesia Tahun 
Daerah (Serita Negara Repu 1 

Nomor 157); Tahun 2018 
120 · . Negeri Nornor . oalarn Negen Peraturan Menten Dalam t ran Menten Produk 

tentang Perubahan Atas P;;~~g Pernbent~kafndonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 Repubhk 

•t Negara Hukum Daerah (Ben a 
Tahun 2019 Nomor 157); 2017 

e eri Nornor 86 Ta.h:un Dan Peraturan Menteri Dalam N g Pengendal1an . 
tentang Tata Cara Perencanahaan, Tata Cara Evaluas1 

. an Daer , Rencana Evaluas1 Pembangun 
O 

rah Tentang 
Rancangan Peraturan _ae Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka PanJang h Daerah Serta Tata 
Pembangunan Jangka Mene~ga nan J~gka Panjang 
Cara Perubahan Rencana Pem angu Jangka Menengah 
Daerah, Rencana Pem~angun~ tah Daerah; 
Daerah, Dan Rencana KeIJa Pemenn 

. eri Nomor 100 Tahun 2018 Peraturan Menten Dalam Neg M'nimal (Berita 
ten tang Penerapan Standar Pelayanan 1 O). 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154 ' 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN 
LINGKUNGAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018-2022. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Lebong. 
3. Bupati adalah Bupati Lebong. 
4 . Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lebong. 

s. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Lebong. 

6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD. 
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Selanjutnya disingkat Kepala OPD. 
8. Rencana Kerj.a Perang~at ?aerah selanjutnya disingkat RKPD. . 
9. Rencana KeIJa Organ1sas1 Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RenJa OPD. 
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· · .kat AMPL. 

, "10. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disi~!tan Lingkungan 

/ 11. Rencana Aksi Daera.h Penyediaan Air Minum dan Penyc . 

selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL. . rpipaan dan. a1r 

12. Sumber air minum yang layak meliputi air mu~um ~r air berkual1ta5 

minum non-perpipaan terlindung yang berasal ~an sum cter dari tempat 

dan berjarak sama dengan a tau lebih dai:1 1 ~W:inasi Jainnya, dan 

pembuangan kotoran dan/ a tau terlindung dan ko umum, sum_ur bor 

sumber air minum yang berasal dari air ledeng: keran serta air huJan

atau pompa, sumur terlindung dan mata air ~erboclun~r minum yang tak 

13. Sumber air minum tak layak adalah sebagai su~b~: mana jarak antara 

layak digunakan yang berasal dari sumber air 1 g dari 10 meter 

sumber air dan tempat pembuangan ko~or~ ku~:i sumber air yan_g 

dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi Jainnya air tak terHndung, ~ 

berasal dari sumur galian yang tak terlindung, °:1ata kaan dari sungai, 

yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permu 

danau, kolam, dan saluran irigasi/ drainase. aman, higienis, dan 

14. Fasilitas sanitasi yang Iayak adalah sarana Ya;lg kungan di sekitamya 

ny~an, yang dapat menjauhkan pe~gguna dan Iai~ kloset dengan leher 

dan kontak dengan kotoran manus1a, antara d n an sistem pipa 

angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhub~g· e b!n cemplung (pit 

saluran pembuangan atau tanki septik, te~as~ Jar;: toilet kompos. 

latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, sert "dak an tidak 

15. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah sarana yang 0. ~ ti t ilet 

hygienis dan tidak nyaman untuk digunakan, antara 1~ me ipu ano an 

yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungru, atau lap ~ 

terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan tmlet 

gantung. 
16. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan 

rnasyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan 

pelayanan, rnelalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. 

17. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan 

pelayanan rnelalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga s,:r,,asta. 

18. Indikator universal access untuk peningkatan akses air minum adalah 

proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air 

minum layak, perkotaan dan perdesaan. 

19. Indikator universal access untuk peningkatan akses sanitasi adalah 

proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi 

layak, perkotaan dan perdesaan. 

20. Standar Pelayan~ Mini~al y~g selanjutnya disingkat dengan SPM. 

21. Jndikator SPM b1dang ru.r mmurn adalah tersedianya akses air minum 

yan~ aman melalui ~is~em Penye?iaan Air_ Minum dengan jaringan 

perp1paan dan bukan Janngan perpipaan terlmdungi dengan kebutuhan 

pokok minimal 60_liter/oran~/h~. 

22. Indikator SPM bidang. sanitasi adalah tersedianya sistem air Iimbah 

setempat yang memad~ dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem 

air Iimbah skala komumtas/ka~asan/kota dengan target SPM S%. 

23_ Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/prograrn yang dicapai 

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 

yang terukur. 

24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ a tau 

kualitatif untuk masukan, prose_s, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau 

dampak . yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 

atau kegiatan. 
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tama yang 
d tantangan u aan 

aJ han utnma an . de perenc~ . 
ls. fsu stratcgis adoJa.h pcnnas ka d't.nngani selama peno karaktenstik 

dinilai paling prioritas un~u ·ri~an bagi daerah dcngangah dan/atau 

karena dompaknyn yang s1gni i d k berjangka menen 

,, bcrsifat penting, mcndosar,. men ;;~;ngunan. .
1 

leh pcmerintah 

panjang, dan mcnentukan LuJuan ~ kan yang diamb1 0 

26. Arah kebijaknn adalah_ pc?omn; tm~:aran pembanguna_n:kan program

dacrah untuk mencapru tuJuan ans mendasar/jitu bens1 n nan. 

27. Strategi adalah langkah-langk~~ - an dan sasaran ~e~bat ~tau lebih 

program indikatif untuk mencapru iub"akan yang benst sa u k t yang 

28. Program adaJah bentuk instrumen 1 ; IJ OPD a tau mas~ara s:_;an dan 

kegiatan yang dilaksanak_an ° e h untuk mencapat sa 

djkoordinasikan oleh pemenntah daera tau 

tujuan pcmbangunan daerah. dilaksanakan oleh satu a da 

29. Kegiatan adaJah bagian dari progr~ yan!pafan sasaran terukur P~er 

beberapa OPD sebagai bagian dart pe~c tindakan pengerahan sum d 
1 

suatu program, dan terdiri dari ~ekumpu :~a a manusia), bar?-°g mo aa 

daya baik yang berupa persoml (sumbe y kombinasi dan beberap 

tennasuk peralatan dan teknologi, dana, a~ugai masukan (input) untuk 

atau kesemuajenis sumber daya tersebut, ~k ~arang/jasa. 

menghasilkan keluaran (outputJ dalam benr ti pengaturan hubungan 

30. Koordinasi adalah kegiatan y~g . me ipu mempunyai tugas dan 

kerjasama dari beberapa instansi/peJabat y~g untuk menghindarkan 

wewenang yang saling berhubungan dengan tuJuan 

kesimpangsiuran dan duplikasi. . k bangan pelaksanaan 

31. Pemantauan adalah kegiatan me?gam_ati ~er e:rta mengantisipasi 

rencana pembangunan mengidentifikasi d' b'l 

pennasalahan yang timb~l dan/atau akan timbul untuk dapat tam 1 

tindakan sedini rnungkin. . . 

32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan reahsas1 masuk:an 

(inputJ, keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan 

standar. 

33. Penyediaan Air Minurn dan Sanitasi berbasis Masyarak:at yang selanjutnya 

disingkat PAMSIMAS. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dan 

acuan dalam melak:sanak:an kegiatan RAD-AMPL di Kabupaten Lebong. 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 3 

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mencapai percepatan 

pelaksanaan universal access di bidang air minum dan sanitasi serta 

penyehatan lingkungan maka perlu dilaksanakan kegiatan RAD AMPL. 
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BAB Ill 
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN :RAD AMPL 

KABUPATEN LEBONG 2018-2022 

Paaal 4 
ebagai rencana 

RAD-AMPL Kabupaten Lebong Tahun 2018-2022 berperan s pelayanan air 
pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan P:ogram dekatan AMPL 
minum dan penyehatan lingkungan serta peng~dops::; ia~un 2022 dalarn 
berbasis masyarakat selama Tahun 2018 sampru deng 

. · sal access. rangka mendukung percepatan pencapruan unzver. 

Pasal 5 

2 b rfungsi se bagai : 
RAD-AMPL Kabupaten Lebong Tahun 2018-202 e . dan sanitasi 
1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air mmum 

daerah jangka menengah; . . d sanitasi yang 
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum anb an· 

menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelem :i~siMAS ke 
3. Media internalisasi program/kegiatan deng~ ~endekatan . dan 

dalam program/kegiatan OPD yang menangan1 bidang AMPL, . k tan 
4 . Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program pening a 

kinerja pelayanan AMPL. 

Pasal 6 

RAD-AMPL Kabupaten Lebong Tahun 2018-2022 yang disusun berdasarkan 
RPJMD Kabupaten Lebong untuk mendukung percepatan pencapaian 
universal access dan target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi 
dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan 
APBD Kabupaten Lebong sampai dengan Tahun 2022. 

BAB IV 
PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN LEBONG 

TAHUN 2018-2022 

Pasal 7 

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Lebong Tahun 2018-2022 d l h I · 
RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Lebong, serta da at ~J ~ . me alu~ 
RAD AMPL Kabupaten Lebong ke dal P . me ui 1ntegras1 

. am program/kegiatan p · tah 
Provinsi, Pemenntah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat. emenn 

Pasal 8 

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabu at 
dengan dana di luar APBD Kabu tp en Lebong Tahun 2018-2022 

. . pa en Lebon ak lak 
program/kegiatan tersebut d1koordinasikan 1 h g m a pe sanaan 
terkait. 0 e Bappeda dan OPD teknis 
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· // Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Lebong Tahun 201s-2o~ 
terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, de_n~ 
tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemenn 
Daerah Kabupaten Lebong dengan pihak penyandang dana. 

Pasal 10 

8 2022 tetaP harus 
(1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Lebong Tahun ~Ol - k anaan tahun 

memperhatikan basil pemantauan dan evaluast pela s 
sebelumnya. . . ca aian sasaran 

(2) Dalam bal pelaksanaan RAD-AMPL te1Jad1 perub?-11an s!an universal 
tahunan tetapi tidak mengubah target pencapru~;adan Renja OPD 
acces, maka perubahan sasaran dimuat dal_am R sanaan RAD AMPL. 
berdasarkan laporan pemantauan dan evaluast pelak 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

BABV 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL 
KABUPATEN LEB0NG TAHUN 20lS-2022 

Pasal 11 

· · al 2 kali dalam Pemantauan pelaksanakan RAD AMPL dilakukan mirum 

setahun. . tia akhir tahun 
Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dtlakukan pada se P 
Pelaksanaan. 

· ct· bah nyusunan Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menJ~ 1 ru: pe . 
kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan mformast pubhk. . 
Kepala OPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan eval1:1as1 
program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD mas1ng
masing. 
Dalam hal basil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya 
ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan 
perbaikan / penyempurnaan. 
Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan 
hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda. 
Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada 
Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja 
pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah. 
Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut 
pendapat dan masukannya tersebut. 
Kepala Bappeda Kabupat~n melakukan evaluasi terhadap laporan hasil 
pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD 
AMPL. 
Dal_am hal . evaluas~ dari hasil pemantauan ditemukan adanya 
ketidaksesu~an/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan 
rekomendas1 dan langkah- langkah penyempumaan untuk ditindaklanjuti 
oleh Kepala OPD. 
Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut 
perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda. 
Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada 
Bupati melalui Ketua Pokja AMPL. 
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BAB VI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 12 

/ 

,, '-, 

I 
1 

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Lebong Tahun 2018-2022 sebagaimana 
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati Lebong ini. 

Pasal 13 

Peraturan Bupati Lebong ini mulai berlaku pada tanggE.tl __ diundangkan. 

. · · dangan Peraturan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun Leb g 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten on · 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 1 O Maret 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KAB ~TEN LEBONG, 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 10 Maret 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHON 2020 NOMOR lB 

2020 
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PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 

SEKRETARIAT DAERAH 
I 
I 
\ 
I 

JI. Raya Argamakmur - Tubel Nomor, Oi 

Telp. 0738•21003 
_ \ 
- \ 

DERITA ACARA RAPAT ~ 
o. b rtempat di \ 

1 
Pada hari ini, 1'CA6v tanggal OtlQP., Btltt! tahun 'UJ2-0 ' e mbahas 

! ~ &@ 6utvg M\f01ML ~' telah diselenggarakan rapat y~g m;etaP di 

R~cangan Peraturan Bupati Lebong Tentang Penghasi~ 2020. 

Lmgkungan Pemerintahan Desa Dalam Kabupaten Lebong Tah 

. Rapat tersebut dihadiri dan disetujui oleh: 
I 

~ 1. Sdr./i. /lltii ISM(.f1W , sebagai _Jitra~!M~- Li~rma§.)1.\.:.~·L=~ea;w~e~~~~~~=l----_-_-_-
2 Sd / 

· r,.,.
1
• ,1,. .i.. r b . w-,..,,i-.. (?a,lk'LtA,4 <jttz,l(A k6~ 

1 • r . 1. -'-",u.J<.'"""""::..:...~~"'-•> _____ , se agai "'""'~ 
I 3. Sdr./i. jfU llr~L , sebagai JO~i~Pa01~~~-r.1~arL_!l~(€o~n~!'--;-.:--:--.i~;::i;.;;:--

/ 4. Sdr. / i. lltirna ll1f'llJ~\h , sebagai ~Ka~~~-~!._~Kaw~a~5tl!!!."-;!!-Ot~nt:t<~__l.::.:.,!...:1«4i-:.:...--

: 5. Sdr./i. f-f-"o &.,et; ~ton> , sebagai ~\(ll~g;~·A~Pf\l~O_Oi~·11~etL:r ~(>li~O.:'..:!;o~( ___ _ 

1 6. Sdr. / i. -ttll~ "?:!~ fi , sebagai -~~hJ\!'~8_!!!:.k4~"~~~!.:..!f(t::!'."-':..__----

1 Dengan menghasilkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut: 
I 

l- ()PO Tmltf Se~fiat Ptrlu 4'ldu., ftrgub llAO · A iMpt. IQ.l6CJptde~ ~ 

~l-w 201{l ~ 2.02.'l 

2.. IMkUl'M" '2.40 ltWPL !(t\6up;+kvi l-t6=!9 201g -i.02.1. ~~,., el( evolu"' vi etatti 

~ di'revis-1 ,1~ di rwtutcavi 

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-b 
tempat sebagaimana disebutkan di atas. enarnya pada waktu dan 

Yang menyetujui, 

Pihak 2 Pihak 3 Pihak 4 



DAFTARH ADIR RAPAT 

: Pembahasan Draft P 
erbup RAD-AMPL K 

u r~ "anggal · Rabu 18 M ab. Lebong Tahun 2018-2022 
. n il u 1 • , aret 2020 
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DAFTAR HADIR RAPAT 

Acarn : Pembahasan Draft Perbup RAD-AM PL Kab. Lebong Tahun 2018-2022 

Hariff anggal : Rabu, 18 Maret 2020 
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